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ABSTRAK 
 
         Dari beberapa kasus korupsi  dana desa atau alokasi dana desa yang terjadi di 
wilayah Kabupaten Tegal terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak 
korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memiliki akses 
langsung dalam pengelolaan dana.   
         Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan 
perkara pidana Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tentang tindak pidana 
penyalahgunaan alokasi dana desa di Kabupaten Tegal, (2) menganalisis 
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana desa di Kabupaten 
Tegal dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg  
        Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) data-data 
atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian berasal dari kepustakaan 
baik berupa buku jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya 
yang berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum 
sekunder, pendekatan bersifat normatif (legal research). Pendekatan yuridis normatif 
yakni pendekatan yang dilakukan dalam bentuk mencari kebenaran dengan melihat 
asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan 
         Hasil penelitian, (1) pertimbangan hakim d alam putusan Nomor 
20/pid.sus/2011/PN.Tipikor.Smg  secara yuridis yakni (a) dakwaan jaksa penuntut 
umum, (b)  keterangan saksi, (c) keterangan terdakwa, (d) barang bukti. Dari aspek 
non yuridis (a) mengakui perbuatan yang dilakukan, (b) sopan selama persidangan, 
dan (c) belum pernah dihukum. (2) Terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 3 jo Pasal 
18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, tanpa hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian 
negara, karena telah dikembalikan oleh terdakwa. (3) Perbuatan agar dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana, adanya kesalahan, yang dilakukan oleh 
terdakwa „S‟ yaitu kesengajaan (opzet) menggunakan alokasi dana desa dengan cara 
meminjam dari keuangan desa untuk mengganti hutang kepada orang lain. Dalam 
putusan tersebut terdakwa “S‟ atas perbuatannya dinyatakan bersalah, dan divonis 1 
tahun 3 bulan. terdakwa “S‟ memiliki akal yang sehat dapat membimbing 
kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang di tentukan oleh hukum. Padanya di 
harapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang di tentukan oleh hukum. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
  
 
Kata kunci : korupsi, pertimbangan hakim, dan pertanggungjawaban pidana  
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ABSTRACT 
 
          Some cases of corruption allocation of village funds that occurred in the area 
of Tegal district, that a potentially large as a perpetrator of corruption is the head of 
villages and village officials because it has direct access to the management of funds.   
         This research aims to (1) assess the judgment of the judges in the ruling of the 
criminal lawsuit No. 20/Pid. Sus/2011/PN. Tipikor. SMG on criminal acts of misuse 
of village funds allocation in Tegal District, (2) analyzing criminal liability for the 
perpetrators of the Village fund abuse in Tegal Regency in article No. 20/Pid. 
Sus/2011/PN. Tipikor. Smg  
        This type of research is the library research of data needed to complete the 
research derived from the literature of both journal book, Literature, research report, 
and others related to the problem. Data collection is obtained from secondary legal 
material, a normative approach. A normative juridical approach is the approach to 
seeking the truth by looking at the principles in the legislation 
         The result of research, (1) Judgment of judges in the verdict No. 20/PID. 
SUS/2011/PN. Tipikor. SMG is a juridical (a) Indictment of the Prosecutor, (b) the 
information of the witness, (c) the information of the defendant, (d) evidence. From 
non-juridical aspects (a) acknowledge deeds committed, (b) polite during the 
proceedings, and (c) have not been punished. (2) The fulfilment of the elements in 
article 3 Jo Article 18 paragraph (1) of Law No. 20 of 2001 on corruption 
eradication, without additional punishment of paying a substitute for the country's 
loss, because it has been returned by the defendant. (3) The deed to be liable for 
criminal, error, committed by the defendant's ' is deliberate to use the allocation of 
village funds by borrowing from the village finances to change debts to others. In the 
ruling, the defendant "S ' to his deeds was convicted, and sentenced to 1 year 3 
months. Defendants "S ' have a healthy sense can guide his will to conform to those 
specified by the law. He was hoping to always do according to the law. 
 Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: corruption, judge judgment, and criminal liability 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
          Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 
secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan 
ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 
jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the 
law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
1
. 
Dalam kontek perlakuan yang sama di hadapan hukum, artinya hukum 
diperlakukan dengan tanpa memandang orangnya. Di samping itu, semua warga 
negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiada kecualinya. 
         Norma hukum yang mengatur perilaku manusia tersebut, dapat dilihat dari 
dua sisi, pertama dilihat dari orang-orang yang diatur perilakunya, pada tataran ini 
norma bersifat umum dan individual. Kedua dilihat dari perilaku yang diaturnya, 
pada tataran ini norma bersifat abstrak dan konkrit. Dengan demikian muatan 
norma hukum yang sifatnya umum dan abstrak dirumuskan dalam undang-undang 
dan norma hukum yang sifatnya konkrit yang dimuat dalam keputusan tata usaha 
negara.
2
   
                                                             
            
1
 Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), 
Jakarta:Sinar Grafika, 2008. hlm.271    
2
 Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum, Konsep Dasar Ilmu Hukum Jakarta: Prenada 
Media, 2018,  hlm.9 
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           Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap 
hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. 
Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan 
pelanggaran hukum. Anggapan bahwa seorang itu telah melakukan perbuatan 
hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya dengan cermat  dan teliti karena 
adanya praduga tak bersalah (persumption of innocent).
3
   
         Salah satu bentuk perbuatan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat 
khususnya di pedesaan dengan adanya alokasi dana desa yakni penyalahgunaan 
keuangan dana desa yang cenderung dilakukan aparat desa.  Pelaksanaan dan 
pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan 
dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai 
dengan tangga1 31 Desember dalam Tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi 
Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber 
keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah 
yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada hakikatnya merupakan 
stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif 
dan efisien.  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan 
pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala desa 
sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa dan mewakili pemerintah desa. 
                                                             
3  Leden Marpaung. Op cit. hlm.3    
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         Apabila merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyalahgunaan 
kewenangan termasuk dalam katagori : 
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 
merugikan keuangan negara, korupsi terkait dengan (1) hal yang 
menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan 
kewenangan karena jabatan/kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan 
keuangan orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya 
orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan 
kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar”.  
 
         Dari beberapa kasus korupsi  dana desa atau alokasi dana desa yang terjadi 
di wilayah Kabupaten Tegal terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku 
tindak korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memiliki 
akses langsung dalam pengelolaan dana.  
        Salah satu kasus penyalahgunaan alokasi dana desa di Kabupaten Tegal 
berdasarkan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang 
dengan Putusan nomor 20/Pid.Sus/2011/PN.TPK.Smg menyatakan : terdakwa “S” 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, 
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang 
Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 
        Berdasarkan uraian di atas,  maka penulis mengangkat judul “Pertimbangan 
Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.sus/2011/PN.TPK.SMG 
Tentang Penyalahgunaan Dana Desa Karangjambu Di Kabupaten Tegal) 
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B. Rumusan Masalah 
         Perumusan masalah berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di 
atas adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tentang tindak pidana penyalahgunaan 
alokasi dana desa di Kabupaten Tegal? 
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan 
alokasi dana desa di Kabupaten Tegal dalam putusan perkara pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg tentang tindak pidana penyalahgunaan 
alokasi dana desa di Kabupaten Tegal 
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan 
dana desa di Kabupaten Tegal dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN. 
Tipikor.Smg 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
5 
 
 
 
             Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum pidana, khususnya tentang (a) penyalahgunaan alokasi 
dana desa, (b)  pertanggungjawaban pidana, dan (c)  pertimbangan hukum Hakim 
dalam penjatuhan sanksi tindak pidana penyalahgunaan alokasi dana desa. 
2. Manfaat Praktis 
        Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk memahami (a) 
penyalahgunaan alokasi dana desa, (b)  pertanggungjawaban pidana, dan (c)  
pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana 
penyalahgunaan alokasi dana desa (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg) 
 
E. Tinjauan Pustaka  
          Tindak   pidana  dalam  perbuatan  penyalahgunaan keuangan dana desa 
telah banyak dikaji secara akademik oleh para peneliti, antara lain : 
1. Raditya Riandy Ramadhana, bahwa Kepolisian Resort (Polres) Nagan Raya 
menetapkan Keuchik Bumi Sari, Kecamatan Beutong dan mantan penjabat 
keuchik desa itu sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana 
desa. Keduanya diduga telah merugikan keuangan negara Rp 120 juta lebih 
dalam kasus proyek menggunakan dana desa yang ternyata fiktif. Dana itu 
awalnya Rp 306 juta lebih pada Tahun 2015. Kasus tersebut telah dilimpahkan 
kepada Kejaksaan Negeri Nagan Raya untuk ditindaklanjuti.  
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2. Made Walesa Putra dkk4,  terkait korupsi dana desa, masih banyak warga yang 
kurang memahami tentang tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan peran 
warga dalam mencegah terjadi tindak pidana korupsi khususnya sehubungan 
pengelolaan dana desa . Ada hambatan yang di temui dalam sebagai upaya 
pencegahan korupsi penggunaan dana desa, namun dengan pengelolaan dana desa 
yang baik, transparan, dan akuntable sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan didukung peran serta masyarakat mengawasi dan melaporkan 
penyelewengannya, sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi untuk 
meningkatkan efektifitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di 
sekitarnya.    
3. Kristendo Sumolang,  hasil penelitannya menunjukkan bahwa merujuk pada 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa Kepala Desa memegang 
kekuasaan dalam pengelolaan keuagan desa sehingga kepala desa memiliki 
tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa 
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pengelolaan 
Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi 
Keuangan desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perundang-
undangan yang berkaikan dengan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah, dan 
peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib 
memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggungjawab, bermoral, dan 
berkribadian. 
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 Made Walesa Putra dkk,  “Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi Di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, 
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali”. Jurnal Ilmiah Progdi Magister Kenotariatan 2017-2018. 
Acta Comitas (2018), ISSN: 2502-8960 1.e hlm. 1-16 
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           Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentu harus 
relevan dengan tindak pidana  dalam  perbuatan  penyalahgunaan keuangan dana 
desa yang hendak diteliti. Hasil-hasil penelitian mengenai korupsi dana desa di 
atas,  apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan di Tegal, 
maka terdapat perbedaan yakni korupsi dana desa pada penelitian sebelumnya 
masih dalam taraf identifikasi terhadap para oknum perangkat desa yang 
berpotensi korupsi, sehingga perlu dilakukan pengawasan. Sedangkan penelitian 
yang akan dilaksanakan, dengan merujuk pada permasalahan dan kasus yang ada, 
maka akan dideskripsikan pertimbangan hakim dalam tindak pidana 
penyalahgunaan alokasi dana desa, berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg. Kedua mendeskripsi pertanggungjawaban 
pidana bagi pelaku penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tegal.  
            Setiap peneliti harus menyatakan dalam laporan penelitiannya mengenai 
keterbatasan/kelemahan penelitian yang dilakukan serta memberikan saran 
terhadap penelitian yang akan datang mengenai aspek-aspek yang perlu diteliti 
sehingga dapat memperjelas atau menambah informasi suatu fenomena tertentu. 
Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu di atas, tentu bukan dimanfaatkan 
untuk dijiplak, melainkan meneliti kembali aspek-aspek yang disarankan oleh 
para peneliti dalam penelitian sebelunya, sehingga peneliti selanjutnya bisa 
memberikan kontribusi teoretik maupun manajerial yang berharga, dengan 
demikian penelitian tersebut terus berkembang. 
 
F. Metode Penelitian 
8 
 
 
 
Metode dipahami sebagai jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa 
sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk dapat memahami 
objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
5
 Penelitian merupakan suatu 
kegiatan imiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan 
secara metodologis sistematis dan konsisten.
6
 Penelitian merupakan suatu sarana 
pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena 
penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 
metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisis dan konstruksi.
7
 Dalam 
kontek penelitian ini, maka metode penelitian dipahami sebagai cara kerja dalam 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi hukumnya  
mengenai tindak pidana penyalahgunaan alokasi dana desa.  Beberapa hal yang 
perlu dijelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, jenis data penelitian,  
pengumpulan data, analisis data dan sebagainya  diuraikan sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian 
      Jenis penelitian ini, adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) hal 
ini mengingat data-data atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku jurnal, literature, 
buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yakni (a) pertimbangan hakim dalam tindak pidana 
penyalahgunaan alokasi dana desa dan (b) pertanggungjawaban pidana bagi 
pelaku penyalahgunaan alokasi dana desa di Kabupaten Tegal.  
                                                             
             5 Jimmy P, dan Marwan. Kamus Hukum. Yogjakarta: Gama Press. 2009. hlm.434 
            
6
 Soerjono soekanto. Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2014.hlm.42 
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015. hlm. 20 
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2. Pendekatan Penelitian 
         Menurut Bambang Waluyo metode pendekatan apa yang sekiranya akan 
diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan 
metode pendekatan yang bersifat normatif (legal research), atau menggunakan 
metode empiris (yuridis sosiologis), atau dapat juga menggunakan  gabungan 
antara kedua pendekatan tersebut.
8
 Dalam penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis, artinya penelitian hukum yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum 
yuridis atau kepustakaan mencakup (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, 
(b) penelitian terhadap sistematik hukum, (c) penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi vertikal dan horisontal, (d) perbandingan hukum, (e) sejarah 
hukum.
9
 Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
pemahaman yang jelas dan benar mengenai tindak pidana dalam perbuatan  
penyalahgunaan keuangan alokasi dana desa di Kabupaten Tegal. 
3. Sumber Data  
         Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data 
sekunder terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer,  yang meliputi: 
1) Undang Undang Dasar  Tahun 1945 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
                                                             
           
8
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2016 
hlm.17 
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Op cit.hlm 13-14 
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3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.  
5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 
6) Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam 
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang 
Kecil. 
7) Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg 
b. Bahan Hukum Sekunder,  yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 
Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, literature, buku, laporan 
penelitian, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
        Dalam penelitian, secara umum dikenal metode pengumpulan data, 
artinya peneliti dapat melakukan penelitian apabila disertai dengan data. Data 
dipahami sebagai segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang 
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian 
sesuatu.
10
 Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
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 Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Yogjakarta: Gama Press, 2009, hlm.151 
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dengan cara wawancara (interview),  studi dokumen atau bahan pustaka, dan 
pengamatan atau observasi.  
         Wawancara  merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden yang menggunakan alat 
dinamakan interview guide (panduan wawancara).
11
 Studi dokumen merupakan 
suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan conten analysis.
12
 Studi dokumen atau pustaka merupakan 
separuh dari keseluruhan aktivitas itu sendiri, tujuannya adalah menunjukkan 
jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa 
yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan 
pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.
13
  Data yang diperoleh baik 
dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data 
tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul 
kemudian dituangkan dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, 
selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan, yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
        Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknik 
analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
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 Nazir. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014. Hlm.170 
12
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 2014. hlm.21 
13
 Bambang Sunggono. Metode penelitian hukum. Jakarta: PN.Raja Grafindo Persada. 2016. 
hlm.112 
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tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.
14
        
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Kualitatif 
artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan 
angka), gambar, rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan 
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. 
G. Sistematika Penulisan 
Rencana sistematika penulisan penelitian ini direncanakan sebagai berikut : 
       Bab  I Pendahuluan,  dalam bab ini dikemukakan mengenai  (a) latar 
belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) 
manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian dan (g) 
sistematika penulisan 
        Bab  II Tinjauan Konseptual, dalam bab ini berisi mengenai (a) tinjauan 
umum tindak pidana, (b) tinjauan tentang penyalahgunaan dana desa. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang (a) pertimbangan 
hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana desa di Kabupaten 
Tegal dalam putusan perkara pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg (b) pertanggungjawaban pidana 
bagi pelaku penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Tegal dalam 
putusan perkara pidana Nomor 20/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Smg  dan 
(c) pembahasan 
Bab IV Penutup, berisi (1) kesimpulan dan (2) saran  
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 Soerjono Soekanto. Op Cit, hlm.280 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
          Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar yang mengatur ketentuan 
tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman 
pidana bagi barang siapa yang melakukan. Juga dalam hal apa, kepada mereka 
yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan 
cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.
15
 Dalam hukum 
pidana ada beberapa asas yang harus diperhatikan, namun ada dua asas yang 
penting untuk diketahui, yakni asas legalitas dan asas retroaktif. Asas legalitas  
secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu alat yang dapat dijadikan tolok 
ukur apakah suatu perbuatan itu merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat 
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dijatuhi hukuman atau tidak. Sedangkan asas retroaktif dapat dijadikan 
pedoman bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila pelanggaran 
yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum itu dilakukannya sebelum aturan 
itu sendiri dibentuk.
16
     
          Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan 
dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih 
menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau 
berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu 
sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan 
yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu 
aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga 
tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.    
         Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya 
Asas-Asas Hukum Pidana, dikatakan bahwa: "Perbuatan pidana merupakan 
suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum 
pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana.
17
 Perbuatan pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.   
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 Yosvita Prasetyaningtyas. Hukum Untuk Awam. Yogjakarta: Efata Publishing. 2014. hlm.12 
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        Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan 
pidana maksudnya adalah, bahwa: "Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada 
sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan 
bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam
18
.   
         Menurut Simons, strafbaarfeit yang dikutip oleh P.A..F. Lamintang 
mengatakan bahwa: "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum".
19
 J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman 
Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 
Indonesia, memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua pengertian, yaitu:  
a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.  
b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa strafbaarfeit adalah suatu 
kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa 
oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.
20
  
        Pada umumnya di dalam hukum pidana perumusan mengenai tindak 
pidana dijabarkan sebagai berikut (a) suatu perbuatan manusia yang dalam ini 
hal meliputi kejahatan pelanggan, termasuk juga pengabadian (mengabaikan) 
dan kelalaian, (b) perbuatan tersebut di larang dan diancam dengan hukuman 
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 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1990, 
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atau sanksi, (c) perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat 
bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbutannya.
21
   
        Beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana 
sebagai berikut:  
a. Simons  
Strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum berkaitan dengan 
kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.kesalahan 
dimaksud meliputi kesengajaan (dolus) dan alpa  atau lalai (culpa lata) yang 
mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggung 
jawaban (criminal liability).
22
  
b. Van hamel  
“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan 
hukum, sfrafwardig (patut atau bernilai pidana) dan dapat dicela karena 
kesalahan (enaan schuld witijen)
23
   
c. Moeljatno  
   Menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang 
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
24
   
d. J.E. Jonkers  
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 Chairul Huda. Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggujawaban 
tanpa kesalahan, Jakarta: Kencana. 2008. hlm 12 
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Memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan 
hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau 
kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.
25
   
         Pendapat tersebut menjelaskan bahwa dikatakan perbuatan pidana apabila 
di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan 
dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar 
larangan tersebut. Dengan demikian perbuatan pidana sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat 
sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam 
masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus 
memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai 
dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat 
melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan 
masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut 
dikenai tindakan penghukuman.
26
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
        Dari beberapa perumusan Strafbaarfeit jelas bahwa adanya suatu 
perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang 
sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. 
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Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dibedakan 2 macam 
unsur yaitu: unsur subjektif dan unsur objektif.   Unsur subjektif adalah unsur-
unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu 
tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidak sangajaan (dolus atau culpa), 
maksud pada suatu percobaan. Macam-macam maksud seperti yang terdapat 
dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan. merencanakan 
terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
27
           
         Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada 
hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu 
perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah 
Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP. Kausalitas (sebab-akibat) 
dari pelaku syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan 
yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu 
mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu 
karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan 
tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatanya 
dan dalam keadaan darurat.   
        Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh 
ketentuan hukum. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan 
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yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata- nyata 
bertentangan dengan aturan hukum.   
         Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan 
yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu 
dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya 
yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan 
tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu 
melaksanakan hukuman tertentu.   
          Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana 
berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup  beberapa hal 
yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya 
perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan 
adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya 
alasan pembenaran dan pemaaf. 
 
B. Tinjauan tentang Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
         Menurut Sudarto pemidanaan adalah sinonim penghukum, yang berasal 
dari kata “hukum”, sehingga dapat menetapkan atau memutuskan tentang 
hukumanya (berechten).
28
 Menetapkan hukum dalam hal ini mengandung arti 
luas, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga hukum lainya. 
Oleh karena itu, istilah daripada menetapkan hukum tersebut harus dipersempit 
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 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia ,Bandung: Armico, 1984, hlm.49 
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yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali bersinonim 
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim dan 
memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap. Berkaitan dengan bentuk 
pemidanaan, Jan Remmelnk berpendapat bahwa pemidanaan adalah pengenaan 
secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku 
yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.
29
 Seperti halnya Jan Rammelink, 
memberi batasan konseptual mengenai konsep pemidanaan. Hal membuat 
deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan yaitu: 
a. Pertama Pemidanaan adalah kehilangan hal hal yang diperukan dalam 
hidup 
b. Kedua ia memaksa dengan kekerasan 
c. Ketiga ia diberikan atas nama negara 
d. Keempat pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan peraturan, 
pelanggaranya dan penentuanya yang diekspresikan dalam putusan 
e. Kelima ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan 
ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai nilai yang beracuan kepadanya, 
kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika 
f. Keenam tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan 
kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas 
(kepribadian) sipelanggar,motif dan doronganya.
30
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 Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.33 
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 Jean Renleming. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal=pasal terpentin dalam Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana Belanda dalam Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum 
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           Dalam deskripsi yang diberikan diketahui bahwa pemidanaan 
merupakan suatu proses dimana para pelanggar hukum dikenakan hukuman 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka timbul pertanyaan mengenai unsur 
unsur daripada pemidanaan.  Ted Hoderich berpendapat bahwa pemidanaan 
memuat 3 (tiga) unsur yakni: 
a. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau 
kesengsaraan (distres) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai 
sasaran dari tindakan pemdanaan. 
b. Setiap pemidanaan harus datang dan institusi yang berwenang secara hukum 
pula. 
c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya 
kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau 
peraturan yang berlaku dalam masyarakat. 
2. Jenis Pemidanaan 
          Jenis jenis pemidanaan/sanksi dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 
KUHP  Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman 
tambahan.
31
  
a. Hukuman pokok adalah: 
1) Hukuman mati 
2) Hukuman penjara 
3) Hukuman kurungan 
4) Hukuman denda 
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b. Hukuman tambahan adalah: 
1) Pencabutan hak hak tertentu 
2) Perampasan/penyitaan barang barang tertentu dan; 
3) Pengumuman putusan Hakim 
3.Tujuan Pemidanaan 
         Di Indonesia hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan 
pemidanaaan, wacana tentang tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang 
bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan 
tujuan pemidanaan pada pasal 54 yaitu:
 32
 
a. Pemidanaan bertujuan 
1) Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menengakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat 
2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang yang baik dan berguna 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan rasa damai dalam masyarakat dan 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana 
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia Disamping penjelasan di atas terdapat  tiga pokok 
pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai tujuan pemidanaan yaitu:
33
 
1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri 
                                                             
32 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2012, hlm.11. 
33 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: 
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2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-keahatan 
3) Untuk membuat penjahat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk 
melakukan kejahatan kejahatan yang lain. 
 
C. Tinjauan Umum Korupsi  
 1. Pengertian Korupsi 
Secara terminologi korupsi berasal dari bahasa latin coruptio atau 
menurut web student dictionary adalah coruptus. Coruptio berasal dari suatu 
kata latin yang lebih tua yaitu corumpere. Dari bahasa latin itulah, diadopsi 
dalam berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris: corruption, corrupt. Perancis : 
corruptio, dan Belanda coruptie (korruptie). Dugaan Hariman Satria kata 
korupsi yang digunakan di Indonesia saat ini berasal dari bahasa Belanda yang 
kemudian diadop atau diterima ke dalam bahasan Indonesia, yaitu „korupsi‟.34     
Menurut Syed Husein Alatas:  Pengertian korupsi secara umum diartikan 
sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat 
luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian 
secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu 
penyuapan (bribery), pemerasan (extraction), dan nepotisme (nepotism).
35
  
        Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan 
ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai 
berikut:  
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 Hariman Satria. Anatomi Hukum Pidana Khusus. Yogjakarta: UII Press Cetakan Pertama, 
2014, hlm.27 
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a. Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan  
b. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban  
c. Penyembunyian pelanggaran.   
         Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP 
dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, 
penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah 
hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang 
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya 
hukum pidana militer  (golongan orang orang khusus) dan hukum pidana fiskal 
(perbutan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum 
pidana khusus ini, hukum pidana umum (ius commune) tetap berlaku sebagai 
hukum yang menambah (aanvullend rech).   
          Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan 
pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan 
tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan 
mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan 
tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-
penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari 
hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus 
menunjuk kapada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu 
kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-
ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi 
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sendiri, akan tetapi asas-asas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa 
kesalahan" harus tetap dihormati.   
           Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang 
dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada 
pembagian lain ialah hukum pidana umum (ius commune) dan hukum pidana 
khusus (ius singulare atau ius speciale).
36
 Hukum pidana umum dan hukum 
pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian 
khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum 
pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian 
khususnya memuat perumusan tindak-tindak pidana.  Semula dimaksudkan 
agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi 
kita mengatahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana 
diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat 
terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya 
memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku 
ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-
Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-
undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.  
Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan 
pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:   
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“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” 37  
 
         Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, 
dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian 
negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada 
Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat 
pada jabatan atau kedudukannya tersebut.   
Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:  
a. Setiap orang yang berarti perseorangan  
b. Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah kumpulan 
orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum 
maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas 
(PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), 
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sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire 
Vennootschap (CV) dan sebagainya. 
c. Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam 
pasal I Ayat (2) Undang - Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang 
No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil 
Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang 
ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut;Angkatan Udara; Angkatan 
Kepolisian.  
          Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat 
ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak 
saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat 
pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik 
dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau 
golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya 
(sub cultural) korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah.   
         Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi 
merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk 
menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, 
kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan 
keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh 
masyarakat Indonesia. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi 
Terkait dengan sudut pandang hukum untuk adanya suatu tindak 
pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatan melawan hukum; 
b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana; 
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; 
d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
         Secara  umum,  gambaran  mengenai  unsur-unsur  suatu  perbuatan  
dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat juga di dalam Pasal 2 
dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Berikut ini unsur-unsurnya: 
Pasal 2 Ayat (1) Menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara 
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 
200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” 
 
Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana 
korupsi yaitu: 
a. Setiap orang; 
b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; 
c. Dengan cara melawan hukum; 
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;  
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        Pasal 2 Ayat (2) di tambah unsur “dilakukan dalam keadaan 
tertentu”. Yang di maksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat 
di jadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.   
Pasal 3 Menyebutkan bahwa:  “Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau oranglain  atau  suatu  korporasi,  
menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat  merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta) 
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).” 
        Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur dari tindak pidana 
korupsi yaitu: 
a. Setiap orang; 
b. Dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau 
suatu korporasi; 
c. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan; 
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
3.  Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah: 
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a. Pegawai negeri 
Pengertian pegawai negeri pada UU No. 20 tahun 2001 mengalami suatu 
perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud pegawai 
negeri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang 
Undang Tentang Kepegawaian. Uraian pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 43 
Tahun 1999 Tentang Perubahan  Atas  UU  No.  8  Tahun  1974  Tentang  
Pokok-Pokok  Kepegawaian yang di maksud pegawai negeri adalah: 
“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang  telah memenuhi syarat 
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  
         Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana  (KUHP).  Pasal 92  KUHP  menentukan  bahwa  yang  
dimaksud pegawai negeri adalah: 
Ayat (1) Menyebutkan bahwa: 
1) Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, 
DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II) 
2) Orang-orang  yang  diangkat  menjadi  anggota  badan  pembentuk  
Undang-Undang. 
3) Anggota badan pemerintahan. 
4) Badan perwakilan rakyat. 
5) Kepala rakyat Indonesia asli, dan 
6) Kepala golongan timur asing. 
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Ayat (2) Menyebutkan bahwa: 
1) Hakim. 
2) Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain). 
3) Ketua/anggota peradilan agama, dan  
Ayat (3) Menyebutkan bahwa: 
1) Semua   anggota   Tentara   Nasional  Indonesia   (angkatan  darat, 
angkatan laut, dan angkatan udara). 
2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara. 
3) Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari 
keuangan Negara atau daerah. 
4) Orang   yang   menerima   gaji   atau   upah   dari   korporasi   yang 
menggunakan modal atau fasilitas Negara atau  masyarakat.  
b. Korporasi 
Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
Dan korporasi merupakan suatu kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 
bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu: 
1) Pengurus   korporasi   sebagai   pembuat   dan   penguruslah   yang 
bertanggungjawab.  Sistem  pertanggungjawaban  ini  ditandai dengan 
usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang di lakukan korporasi dibatasi 
pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam 
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lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan 
oleh pengurus korporasi. 
2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus berperan penuh terkait 
bertanggungjawab. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang  
bertanggungjawab.  Ini  ditandai  dengan  pengakuan  yang timbul 
dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat di 
lakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi 
tanggungjawab pengurus korporasi asal saja dinyatkan secara tegas 
dalam peraturan tersebut. 
3) Korporasi     sebagai     pembuat     dan     juga     sebagai     yang 
bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai 
pembuat  dan  yang bertanggungjawab  merupakan  tanggungjawab  
langsung  dari korporasi. Dalam system  ini  memungkinkan untuk 
menuntut korporasi dan meminta pertanggung-jawabannya menurut 
hukum pidana. 
c.  Setiap Orang 
         Terkait    “Setiap    orang”    berdasarkan    UU    No.    20    Tahun    
2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau 
termasuk korporasi. Ketentuan di atas menghendaki agar yang di sebut 
sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat 
pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan 
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keuangan negara atau perekonomian negara. Keuangan negara adalah 
seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapunyang di pisahkan atau yang 
tidak di pisahkan, termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan 
segala hak dan kewajiban yang timbul. 
 
4.  Tipe-Tipe Tindak pidana Korupsi 
Secara yuridis pengertian korupsi dapat di kualifikasikan kedalam jenis 
jenisnya sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di 
rubah dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut: 
a. Tindak Pidana Korupsi Jenis Pertama 
Korupsi  jenis  pertama  adalah  korupsi  yang  merugikan  keuangan 
negara, Korupsi jenis ini telah di atur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31  
Tahun  1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi yang 
telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:
38
 
“Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana 
dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 ( dua puluh) tahun denda paling  sedikit  Rp. 200.000.000.00 
(duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu 
                                                             
          38 Pimpinan KPK,  Memahami Untuk Membasmi. Jakarta: Komisi Pemberantasan 
Korupsi, 2006, hlm 21 
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miliyar rupiah).” 
b. Tindak Pidana korupsi Jenis kedua 
Korupsi  jenis kedua adalah korupsi yang berhubungan penyalahgunaan 
wewenang, korupsi jenis ini telah diatur pada Pasal 3 Ayat (1) UU No. 
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi 
yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi: 
 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 
(lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu 
miliyar rupiah).”39 
 
c. Tindak Pidana Korupsi Jenis Ketiga 
           Korupsi jenis ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, 
Pasal 7,Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU 
No. 20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi jenis ini terdapat berbagai 
jenis tindak pidana korupsi di antara lain: 
1) Korupsi yang bersifat penyuapan; 
2) Korupsi yang bersifat kecurangan; 
3) Korupsi yang bersifat penggelapan; 
4) Korupsi yang bersifat Pemerasan; 
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5) Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.40 
Tindak   pidana   korupsi   yang   menampilkan   unsur-unsur,   jenis   
dan sanksinya. Unsurnya yaitu bagaimana sebuah tindakan itu dapat disebut 
sebagai sebuah tindakan korupsi apabila di dalamnya mendasari beberapa 
unsur yaitu. Orang  yang  terlibat  (jabatannya,  posisinya,  dll)  bentuk  dan  
tujuannya. Jenisnya yaitu mengacu pada bentuk korupsi yang diatur oleh 
Undang-Undang.Dalam undang-undang tindak pidana korupsi dirumuskan secara 
tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. 
Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun 
hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi 
tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.
41
   
Berdasarkan uraian, sama sekali tidaklah sama, namun tetap satu yang 
menghubungkan ketiga fenomena yaitu penempatan kepentingan-kepentingan 
publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas 
dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, 
penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita 
oleh publik. 
 
D. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bersifat 
Yuridis dan Non Yuridis 
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bersifat Yuridis 
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 Pimpinan KPK.. Memahami Untuk Membasmi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 
2006, hlm 23. 
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         Hakim memiliki kebebasan yang secara mandiri untuk 
mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan 
yang ditanganinya.  Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
42
  
        Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal 
yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 
184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang 
saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) 
dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat 
bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).
43
   
        Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat 
bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, 
maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.    
          Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata 
harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan 
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 Anonimus. Kitab Undang Undang Pidana dan Perdata, Yogjakarta: Cakrawala, Cetakan 
Pertama, 2015. hlm.151 
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 Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penerapan Sidang di 
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 
2019, hlm.287 
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pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada 
dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, 
keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat 
diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa 
melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana 
tersebut. 
44
 
          Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana 
penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum 
serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap 
terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa.     
         Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana 
penjara terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana desa, di desa 
Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal juga harus 
mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan 
bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana 
penyalahgunaan dana desa tersebut.   
       Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja dan ikut 
serta dalam pembuatan tindak pidana penyalahgunaan alokasi dana desa di dan 
ikut serta dalam perbuatan pidana, maka hal ini akan menjadi alasan bagi 
hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada  putusan yang akan 
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Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. 
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dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa tidak mempunyai maksud untuk 
menyalahgunakan alokasi dana desa, tentu hal ini akan menjadi alasan bagi 
hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara pada putusan yang akan 
dijatuhinya.  Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan 
oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :  
a. Dakwaan jaksa penuntut umum  
        Tindak Pidana Penyalahgunaan alokasi dana desa yang sesungguhnya 
merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam 
pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 seagaimana diubah dengan UU 
Nomor 20 tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan subsider. Pada 
umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian 
surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa, perumusan ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan 
penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan 
didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi 
dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Hakim pada 
prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang 
didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan 
memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.     
       Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan 
pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi 
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kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat 
dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana.  
b. Keterangan saksi  
        Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP 
adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa 
saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat 
digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 
       Salah satu prinsip yang harus ditegakkan mendahulukan pemeriksaan 
saksi daripada terdakwa. Prinsip ini ditarik dari ketentuan pasal 160 ayat 1 
huruf b KUHAP yang menegaskan : yang pertama-tama didengar 
keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Mendahulukan pendengaran 
saksi dalam pemeriksaan perkara merupakan sistem yang lebih manusiawi 
terhadap terdakwa. Sebab dengan didahulukan pendengaran keterangan saksi, 
terdakwa akan lebih baik mendapat gambatan tentang peristiwa pidana yang 
didakwakan terhadapnya. Akan tetapi, prinsip ini tidak bersifat mutlak. 
Tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan ketua sidang, secara kasuistis. 
Namun sedapat mungkin  prinsip mendahulukan pemeriksaan saksi dipegangi 
sebagai landasan. Jangan terlampau ceroboh mencari alasan, untuk 
mendahulukan pemeriksaan terdakwa. Hal yang bersifat itu, sengaja merugikan 
kepentingan terdakwa. Sikap mencari-cari dalih yang tidak dapat 
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dipertanggung jawabkan harus dijauhi oleh Hakim dalam melaskanaka tugas 
peradilan   yang dipercayakan kepadannya.
45
 
c. Keterangan terdakwa  
      Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa 
yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.  
d. Barang-barang bukti  
        Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, pasal-pasal yang memuat aturan ini adalah Pasal 3 ayat (1) 
jo Pasal 18 ayat (1) huruf b 
2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis 
        Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan 
membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja 
tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan terdakwa 
korupsi, tanpa  ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat 
sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis 
oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang 
dilakukan oleh terdakwa  tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi 
yuridis, visi kerugiannya saja,  tetapi faktor intern dan ekstern yang 
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Grafika, Cetakan ke-enam belas,   2019, hlm.169 
41 
 
 
 
melatarbelakangi terdakwa dalam  melakukan tindak pidana korupsi juga harus 
ikut dipertimbangkan secara arif  oleh hakim yang mengadili.
46
    
           Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa 
terdakwa melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk 
mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana 
dan setelah  menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk 
mengkaji sebab sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap 
serta prilaku terdakwa  yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim 
diharapkan dapat  memberikan putusan yang adil. 
          Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh 
hakim  memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang 
sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan 
putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa.   
a. Hal-hal yang Memberatkan   
KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, 
yaitu:
47
  
1) Jabatan  
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang 
rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena 
melakukan tindakan pidana,  melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai 
                                                             
46 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20. 
47 E. Utrecht, Hukum Pidana II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2004, hlm. 137. 
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kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya”  
2) Pengulangan (Recidive)   
Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum 
dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk 
sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam 
Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping 
itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang 
tertentu.  Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus 
artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-
jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang 
dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.  
3)  Penggabungan (Concursus)   
Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus 
atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan 
pidana. satu  satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan 
atau pelanggaran dan  bbeberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan 
keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 
Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau keebalikan dari 
deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang 
melakukan beberapa peristiwa pidana.  
 b. Hal-hal yang Meringankan   
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang  
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meringankan pidana adalah:   
1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3). 
2) Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).   
3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).   
Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:  
1) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan 
terus  terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.   
2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan 
latar belakang publik.   
3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas 
perbuatannya   
4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang 
akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.   
5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.48   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
48 J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Malang: Setara 
Press, , 2009, hlm. 302. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg. tentang Tindak pidana Penyalahgunaan 
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tegal 
          Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 
alokasi dana desa, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam penelitian 
ini salah satu putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara Nomor 
20/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg. terhadap pelaku penyalahgunaan alokasi dana 
desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.  
A.1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis  
         Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 
Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan.
49
 Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :  
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
        Tindak Pidana Penyalahgunaan alokasi dana desa yang sesungguhnya 
merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 
Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 seagaimana diubah dengan UU Nomor 20 
tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan subsider. Pada umumnya surat 
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dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang 
memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan 
ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan 
pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat 
dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang 
pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar 
dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, 
mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam 
surat dakwaan.     
       Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan 
pengadilan dalam perkara-perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi 
kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat 
dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana.  
b. Keterangan saksi  
         Keterangan saksi sebagai alat bukti menurut pasal 185 ayat (1) KUHAP 
adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan beberapa saksi 
yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan 
sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya 
satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya 
suatu kejadian atau keadaan tertentu.    
         Berdasarkan putusan perkara nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor.Smg, 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 3 saksi yakni  
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1) Achmad Syatori 
      Sebagai Ketua BPD Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang 
Kabupaten Tegal, singkatnya saksi mengetahui alokasi dana desa untuk 
perbaikan 10 rumah bagi masyarakat yang kurang mampu, tidak 
diterimakan oleh yang berhak menerima, namun oleh terdakwa hanya 
diberikan 2 (dua) roll seng dan 2 (dua) Kg paku, dan ada pula yang 
diberikan kayu. Terhadap keseluruhan keterangan saksi, terdakwa 
membenarkannya. 
2) Nasichin 
        Sebagai Sekretaris Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang 
Kabupaten Tegal, sejak tahun 1979 singkatnya saksi mengetahui alokasi 
dana desa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang seharusnya diterima 
untuk perbaikan 10 rumah tiap penerima yang kurang mampu, dipotoh 
PPh sebesar Rp 100.000,- (seratus rbu rupiah) sehingga yang diterima 
oleh warga sebesar 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). 
Saksi mengetahui bahwa terdakwa meminjam uang anggaran dana ADD, 
padahah ada petunjuk bupati bahwa dana ADD tidak boleh dipinjam oleh 
siapapun. Terhadap keseluruhan keterangan saksi, terdakwa 
membenarkannya.   
3) Shodikin,  
selaku kasi pemerintahan desa sekaligus bendahara Alokasi Dana 
Desa singkatnya mengetahui bahwa terdakwa sering meminjam uang 
alokasi dana desa, setidaknya meminjam dana desa sebesar Rp. 
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11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan Rp 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta 
lima ratus ribu rupiah). Terhadap keseluruhan keterangan saksi, terdakwa 
membenarkannya.  
4) Subandrio, SIP selaku Camat Balapulang Kabupaten Tegal (2007-2011) 
pernah memanggil beberapa kali terhadap terdakwa, dan terdakwa telah 
mengakui pinjam dana alokasi dana desa, dan berjanji akan 
mengembalikan, namun ternyata tidak mengembalikan pinjamannya. 
Terhadap keseluruhan keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.    
5) Tayat, warga Desa Karangjambu yang meneirima bantuan alokasi dana 
desa namun saksi tidak terima uang dari dana alokasi dana desa sama 
sekali, melainkan hanya berupa material berupa paku, seng, dan sampe 
sekarang masih utuh. Terhadap keseluruhan keterangan saksi, terdakwa 
membenarkannya. 
c. Keterangan Terdakwa  
         Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa 
yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 
yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan nomor 
20/pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg. terdakwa mengaku telah melakukan 
tindak pidana korupsi. Berdasarkan keterangan terdakwa, diperoleh 
terdakwa dari “S” yang merupakan kepala Desa.  
d. Barang bukti  
       Berdasarkan putusan nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg barang 
bukti dalam perkara pidana ini adalah : 
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1) 1 (satu) bendel foto copi dokumen-dokumen dan surat-surat yang 
berkaitan dengan pelaksanaan keuangan alokasi dana desa tahun 
anggaran 2009 tahap I dan Tahap II Desa Karangjambu Kecamatan 
Balapulang Kabupaten Tegal; 
2)  1 (satu) buah kuitansi bon pinjam kepala desa tanggal 15 September 
2009 senilai Rp 37.264.839,600 dan 1 (satu) kuitansi bayar hutang 
alokasi dana desa tahun 2009 tertanggal 1 Desember 2009 senilai 
Rp.38.600.000 (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) 
e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, pasal-pasal yang memuat aturan ini adalah Pasal 3 ayat (1) jo 
Pasal 18 ayat (1) huruf b 
      Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Mahrus Ali, bahwa tindak 
pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu  
barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan 
oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan 
oleh masyarakat. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai 
perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:
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1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia / Natuurlijke 
Persoon 
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
Undang  
3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum)  
4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  
         Dari unsur-unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan 
terdakwa dalam putusan Pengadilan Tipikor, yaitu dalam putusan dengan 
nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg, dapat dilihat dari masing-masing 
putusan. 
1) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia / Natuurlijke 
Persoon Subjek hukum dari perbuatan tersebut adalah manusia/ 
natuurlijke persoon yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang 
sama selaku pendukung hak dan kewajiban, bukan dilakukan oleh badan 
hukum. Putusan di atas, masing-masing identitas terdakwa yaitu 
terdakwa bernama (inisial S) berjenis kelamin laki-laki dan 
berkebangsaan Indonesia. 
2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-
Undang dalam putusan ini, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, yang bunyinya sebagai berikut:  
”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan dapat merugikan negara atau perekonomian negara” 
 
Hal ini dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.  
3) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum)  
         Perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan 
hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti 
bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan 
masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.  
4) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan  
              Menurut Simons, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila 
ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya 
bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya 
sesuai dengan kesadarannya tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak 
mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 
44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
jiwanya terganggu karena penyakit.
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        Dalam putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, hakim menyatakan 
bahwa terdakwa yang bernama “S” dinyatakan mampu bertanggung jawab 
karena tidak memenuhi unsur dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP, hakim 
menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 
menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 
dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana oleh Pengadilan Tipikor 
        Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban 
pidana, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan 
mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan perbuatan itu berarti 
bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat 
dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban 
pidana.
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           Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang 
melakukan kesalahan tersebut dapat dicela, hal itu dikarenakan kesalahan 
merupakan keadaan jiwa dari pembuat pidana dan hubungan batin antara 
pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan 
pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :  
1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat tindak pidana 
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2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya 
yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk 
kesalahan   
3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. 
          Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab 
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni karena 
jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. 
Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak 
pidana maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut D.Simons, ciri-
ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada 
umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, 
mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal 
pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang di bawah pengaruh 
pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang 
normal pula.
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         Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah 
memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang perbuatannya. 
Menurut Putusan nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg, terdakwa 
dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 jo 
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut:   
1) Unsur setiap orang  
Hakim menimbang bahwa setiap orang yaitu siapa saja sebagai orang 
perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang 
berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan penuntut umum 
sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana in casu tindak 
pidana korupsi 
        Dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang laki-
laki yang dalam persidangan menyatakan bernama „S‟ dengan segenap 
identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah 
dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas terdakwa 
tersebut terdakwa telah membenarkannya.  
2) Unsur penyalahgunaan alokasi dana desa 
Hakim mempertimbangkan bahwa deskripsi perbuatan „S‟ secara 
melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 
persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 27 
Desember 2010. 
         Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, saksi korban, barang bukti 
berupa  
a) 1 (satu) bendel foto copi dokumen-dokumen dan surat-surat yang 
berkaitan dengan pelaksanaan keuangan ADD tahun anggaran 2009 
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tahap I dan Tahap II Desa Karangjambu Kecamatan Balapulang 
Kabupaten Tegal; 
b) 1 (satu) buah kuitansi bon pinjam kepala desa tanggal 15 September   
2009 senilai Rp 37.264.839,600 dan 1 (satu) kuitansi bayar hutang  
Alokasi Dana Desa tahun 2009 tertanggal 1 Desember 2009 senilai Rp 
38.600.000 terlampir dalam berkas perkara. 
          Dengan demikian, unsur –unsur  penyalahgunaan alokasi dana desa 
telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Dari unsur-unsur yang telah 
dipaparkan di atas, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dan dinyatakan bersalah 
oleh Pengadilan Tipikor karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua 
unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  
         Dalam setiap perkara pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai 
motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, 
putusan nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg dalam perkara pidana 
korupsi tujuan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi karena untuk 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dalam putusan 
Nomor 20/pid.sus/2011/PN.Tipikor Smg  terdakwa melakukan tindak 
pidana korupsi  karena motif untuk memperkaya diri sendiri. 
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         Tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang beragam, bisa 
berdampak pada kerugian individu dan juga berdampak besar pada kerugian 
negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merpakan  delik formil, 
yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur 
perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat baik 
baik secara langsung maupun tidak langsung yakni merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara. 
      Dalam kasus Korupsi dengan Putusan nomor 20/pid.sus/2011/ 
PN.Tipikor Smg. dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal  
3  Undang-Undang nomor  20  tahun 2001 jo  Undang-Undang nomor  31 
tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis.  
        Dasar pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari 
segi hukum. Sehingga dalam memutus tindak pidana korupsi pasal 3 undang- 
undang no 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 tahun 1999 hakim harus 
memeriksa   dengan   teliti   dan   cermat   berdasarkan   apa   yang   terungkap   
di persidangan  yakni  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ada,  apakah  
perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu : 
a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
b. Menyalahgunakan  kewenangan  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  
karena jabatan atau kedudukan 
c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 
A.2.  Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis  
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 Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, 
kondisi terdakwa dan agama terdakwa.
54
 Dasar pertimbangan non yuridis 
berupa pertimbangan yang dilihat dari aspek  non  hukum.  Penerapan  berat  
ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  bagi seorang  hakim  disesuaikan  dengan  
apa  yang  menjadi  motivasi  dan  akibat perbuatan terdakwa, khususnya 
dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang 
tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang 
pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan aspek-
aspek non yuridis yakni berupa hal yang memberatkan dan meringankan 
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 ayat  2 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : 
“Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.  
Dalam kontek ini, hakim  wajib  memperhatikan  aspek-aspek non 
yuridis yang berupa sifat-sifat  baik  maupun jahat dari terdakwa, dalam 
mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan  dan keadaan-keadaan 
pribadi terdakwa perlu diperhatikan atau diperhitungkan untuk memberi 
pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, menurut penulis bahwa 
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pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana nomor 20/Pid.sus/2011/ 
PN.TPK.Smg sudah sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Artinya unsur-
unsur yang didakwakan oleh penuntut umum menyatakan terdakwa “S” 
secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi 
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang 
Nomor  31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan   Undang Undang Nomor  
20 tahun 2001 yang tercantum dalam dakwaan. Dan menjatuhkan Pidana 
terhadap “S” dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. 
Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) 
bulan kurungan. 
Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut yang terkait dengan sanksi 
pidana, menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan, mengingat terdakwa 
telah mengakui kesalahannya,  dan beritikad baik untuk mengembalikan uang 
(dana alokasi) yang telah digunakannya. Namun dalam pertimbangan hakim 
tersebut penulis melihat dalam penjatuhan sanksi dan juga denda yang harus 
didapatkan oleh terdakwa. Yaitu di ancam dengan kurungan penjara 1 tahun 
3 bulan dan denda minimal Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000. 
Dan dalam penjatuhan putusan hakim seharusnya memberikan denda sesuai 
undang-undang yang diancamkan. Walaupun terdakwa sudah ada itikad baik 
untuk mengembalikan uang yang dikorupsi tetapi pembayaran kerugian harus 
tetap ada. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Dana Desa di 
Kabupaten Tegal Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2011 
/PN.Tipikor.Smg 
          Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai  
responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana  
sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melalaikan juga  
menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu  
masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar  
pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.
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          Bentuk  pertanggungjawaban terdakwa yang  telah  melakukan perbuatan 
korupsi alokasi dana desa mempunyai I‟tikad baik untuk mengembalikan suatu 
kerugian negara sebesar Rp. 38.600.000 sehingga menurut Majelis Hakim 
terdakwa tidak perlu lagi untuk dihukum membayar uang pengganti karena tidak 
ada lagi kerugian negara secara riil.  Akibat perbuatan penyalahgunaan anggaran 
terdakwa „S” Kepala Desa menjalani penjara seperti amar putusan majelis hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda 
Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (bulan). Walaupun uang 
negara tersebut sudah disetor secara bertahap oleh terdakwa. Majelis hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik, 
sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.          
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           Hal yang mendasari pertangungjawaban pidana adalah pemahaman bahwa 
setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani 
yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 
buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 
menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 
memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain 
untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung 
jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.  
         Pertanggungjawaban pidana berkenaan  dengan   mekanisme   yang   
menentukan pada dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi 
hakim. Hakim harus mempertimbangkan hal positif atau negatif sekalipun 
penuntutan umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa 
mengajukan pembelaan yang dasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, 
maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahanya lebih dalam.  Artinya 
hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa 
dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut kini 
diajukannya untuk sebagai alasan penghapusan kesalahannya lebih jauh dari pada 
itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan 
penghapusan kesalahan, namun tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu 
tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap 
berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan 
penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal  itu,  tidak  
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dilakukannya,  akan  membawa  perubahan  mendasar  dalam proses pemeriksaan 
perkara di pengadilan.  
          Dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim harus 
mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak memasukkan dalam surat 
dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan 
pembelaan. Maka mengakibatkan perlu sejumlah ketentuan tambahan mengenai 
hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum 
formalnya (KUHAP).   
           Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya 
dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh di lakukan dan perbuatan yang 
tidak boleh dilakukan, kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan 
perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang 
bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika 
melakukan suatu tindak pidana. Dapat di pertanggungjawabkan karena akalnya 
yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang di 
tentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan 
yang ditentukan oleh hukum.  
          Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat memenuhi 
syarat untuk ada suatu dipertanggungjawabkannya. Mengingat asas “tiada 
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat 
dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan dengan demikian, (1) 
kedaaan batin pembuat yang normal akalnya mampu membedakan perbuatan 
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan kata lain mampu 
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bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. 
(2) bampu bertanggungjawab adalah syarat  kesalahan, sehingga bukan 
merupakan bagian dari kesalahan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  terhadap  
subjek  hukum  manusia, mampu  bertanggungjawab  merupakan  unsur  dari  
suatu  pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat adanya kesalahan.   
        Bentuk-bentuk alasan penghapusan kesalahan pertanggung jawaban pidana 
antara lain : 
1. Keadaan yang pertama merupakan keadaan yang dalam doktrin common 
law  dikenal  dengan  automatism,  yaitu  terpenuhinya  rumusan  tindak 
pidana  di  luar  kehendak  atau  tanpa  didasari  pembuatnya  sedangkan 
automatis merupakan setiap keadaan  dimana pembuat  tidak menyadari 
perbuatannya atau ketika sebagai tindakan berasal dari pikirannya. 
2. Keadaan yang ke dua, merupakan keadaan yang mana pembuat melakukan 
tindak   pidana   karena   daya   paksa.   Hal   ini   sebenarnya menyangkut 
fungsi dan bukan keadaan batin yang tidak normal. Pembuat tidak dapat 
mengontrol penuh kehendaknya karena terdapat sesuatu yang bersifat paksaan 
dari luar, sehingga tidak dapat berbuat lain selain melakukan  tindak  pidana.  
Fungsi  batinnya  tidak  normal,  sementara keadaan batinya sendiri 
sebenarnya normal dalam hal ini, persoalannya justru berkenaan dengan 
alasan penghapusan kesalahan. Sifat dapat dicelanya  pembuat  menjadi  
hilang  karena  tindak  pidana  yang dilakukannya terjadi secara involuntary. 
3. Keadaan yang ke tiga, adalah keadaan yang dalam common law di kenal 
dengan  mistake  of  fact.  Pembuat  dapat  membedakan  perbuatan  yang  
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terlarang dari yang boleh di lakukan, tetapi penilaiannya terhadap fakta 
menyebabkan dia yakin bahwa yang di lakukannya bukanlah suatu tindak 
pidana. Hal ini bukan yang berkenaan dalam keadaan batin atau mentor 
pembuat sendiri, melainkan  karena perbuatannya. Dengan   demikian   ini   
juga terkait dengan   alasan penghapus kesalahan dan bukan syarat penghapus.  
          Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kesalahan pada 
manusia sebagai subjek hukum,  baru dapat  dinilai apakah ada atau tidak,  
jika terlebih dahulu dapat dipastikan kenormalan keadaan batin atau mental 
pembuat. Hal ini menjadi syarat internal kesalahan. Syarat internal ini 
umumnya dalam literatur dipahami bahwa pembuat mampu 
bertanggungjawab.   
                 
Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan 
balas dendam dari perbuatan terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk 
perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan 
yang sekarang ini. Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah 
pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat terutama adalah 
sebagai langkah memberikan pendidikan batin/mental, moralitas religi bagi 
terpidana dan melaksanakan kewajiban yang telah diberikan kepada „S‟ 
sebagai Kepala Desa. 
           Berdasarkan  pertanggungjawaban pidana atas terdakwa “S” yang telah 
mengakui seluruh perbuatan penyalahgunaan alokasi dana desa di desa 
Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal tersebut, maka penulis 
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sependapat bahwa,  perbuatan melawan hukum terdakwa S, harus dikenakan 
sanksi pidana.  Pada hakikatnya, melawan hukum adalah mencakup perbuatan 
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Artinya 
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu perundang-undangan 
namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa 
keadilan atau norma-norma  social kehidupan masyarakat, maka  perbuatan 
tersebut dapat dipidana. Apabila terdakwa melakukan perbuatan tersebut 
dengan disengaja dan ikut serta dalam pembuatan tindak pidana 
penyalahgunaan alokasi dana desa di dan ikut serta dalam perbuatan pidana, 
maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana 
penjara pada  putusan yang akan dijatuhkan. Dan hakim Ketua Pengadilan 
Negeri Semarang Sutaji S.H, M.H memberikan pernyataan yang seharusnya 
penjatuhan hukuman sesusai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya  
kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
1. Pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana Nomor 
20/pid.sus/2011/PN.Tipikor.Smg  antara lain pertimbangan yuridis yaitu dasar 
Alat bukti sah adalah dakwaan Jaksa penuntut umum, Keterangan Saksi, 
Keterangan Terdakwa, barang bukti. Dan juga pertimbangan non yuridis yang 
bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-
yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum 
yang dilakukan oleh terdakwa  tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada 
segi yuridis, visi kerugiannya saja,  tetapi faktor intern dan ekstern yang 
melatarbelakangi terdakwa dalam  melakukan tindak pidana korupsi juga harus 
ikut dipertimbangkan secara arif  oleh hakim yang mengadili. 
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan alokasi dana desa di 
desa Karangjambu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal dalam Putusan 
perkara  pidana Nomor 20/pid.sus/2011/PN. Tipikor. Smg  kesalahan yang 
dilakukan oleh terdakwa „S‟ yaitu kesengajaan (opzet) menggunakan alokasi 
dana desa dengan cara meminjam dari keuangan desa untuk mengganti hutang 
kepada orang lain. Dalam putusan tersebut terdakwa “S‟ atas perbuatannya 
dinyatakan bersalah, dan divonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan denda 
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sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
B. Saran 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana dalam putusan 
perkara pidana nomor 20/Pid.Sus/2011/PN.Tpk/Smg terlalu rendah, karena dalam 
perundang-undangan  hukuman yang ditajuhkan kurungan penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp 
50.000.000 ( Lima puluh juta rupiah) dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu 
milyar rupiah). Sehingga membuat para pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan 
efek jera yang sudah merugikan keuangan negara yang dengan nominal kecil atau 
besar, mendapatkan hukuman yang sama tanpa tebang pilih.  
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